PRESIDEN
REFLBLIK INDGNESIA

PERATURAN PRESIDEN REFUBRLIK INDONESIA

NOMDR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS FERATURAN PRESIDEN NOMOR L& TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FRESIDEN REPUELIK INDONESIA,

Memimbang : bahwa untuk penyssusian pengaturan  penggunasm
produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan
pengaturan pengadean jasa konstruksi yang pembiayaznnya
bersumber dar APEN/APED dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintsh untuk kemudahah berusaha berdasarkan Undang-
Undang Nomor L1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
peayesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadean
Barang/.Jasa, perlu menetapkan Peraluran Presiden tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nemer L& Tabun 20138
tenitatp Penpadaan Barangy Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 gyat {1} Undanp-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia Tahuh 1945,

2. Uudang-Undang Nomor 1 Taban 2004 tentang
Perbendeharaan Negera [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambshan Lembaran
Negara Repuhblik Indanesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nemor 30 Tehun 2014 tentang
Adminmistrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembarau
Negara Republik Indonesla Nomor 5601);

4. Undang-Undang . . .
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UnJang-Undang Nemor 11 Tahun 2020 tentang Gipta
Kerja {Lelnbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2020
Momor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanosia Nomor 6573);

Peraluran Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [Lembarau Negara
Republik Judonesia Tahun 2018 Nomor 33},

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN PRESIDEN TENTANG FPERUBAHAN ATAS

PERATURAN FRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENOADAAN DARANO /JASA PEMERINTAHL,

Fazsal T

Beberapa ket¢nluan dalam Peraturan Presiden Nelner 16
Tahuu 2018 tentang Pengadasn Barang/Jasa Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33)
diuhah sebagai berikul:

1.

In antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisiplan 1
{salu) anglka, vakni angla 10a, ketantuah angka 14, angka
16, dan angle 47 Pasal 1 dihapus, ketentuan angka 13
Pasal 1 diubah, di antara anglka 158 dan angka 19 Pasal 1
disisipkan 2 [dua) anglka, yahni angka I8a dan angka 18h,
di antara anglka 29 dan angka 30 Pasal T dizizipksn 1
[satu) angad, yakni angka 29a, ketentuan angka 12, angka
27, angka 3Z, angka 33, angka 35, dan angka 50 Pasal 1
divbak, serta ditambahkau 1 (satu} angka yakmi angka 54,
seniagea Pasal 1 berbunyi sebagal benikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden Ini, yang dimalksud dengad:

I. Penpgadaan Barang/Jasa  Pemerintah  yang
selanjutuya disehut Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatat Pehpgadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian,/Lembaga/Perangkat Daerah  yang
dibiaysi. cleh APEN/AFPBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebulahan, sampai dengari serah terima
hasil pekerjagn.

2. Kementerlan Negara wahg selanjutuya disehut
Kemenleriati adalab  perangkat pemerintah yang
membidang urusan tertantu dalam pemerintahan.

3. Lembaga . . .
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Lembaga adalah erganisasi non-Kementerian Negara
dan ingtansi lain pengguna anggaran yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Dhidang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan
Jainnya.

Perangkat Daeralx adalah unsur pembantu kepala
daerah dan Dewan Perwakiian Rakyat Dasrah dalam
penyelenggaraan urusen peraernntahan yang menjadl
kevwenangan dasrah.

Pemerintan Uasrah adalah kepala daerah sebagal
unsur penyelengeara pemerintahan daerah yang
memimpin peiaksanagsn urusan pemerintahan yvang
menjaJi kewenangan dasrah otonom,

lambaga  Kebijakan Pengadean  Barang/Jasa
Pamerintah yang selanjutnya diaingkat LKPP adalah
[embaga pemerintah yang bertugas meugembanghan
dan merumuskan kehjakan Pengadaan Barang/Jasa
Peraerintah.

Penpguna Anggaran yang scianjulnya disinglkal PA
adalah pejabal perregang kéwenangan peuggunaan
angparan Kemeutenan Negara/Lembaga/fPetangkat
Doerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Peiaksanaan AFBN
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabal yang
memperoleh kuasa dan PA untuk melaksanalian
sebagian kewenangan Jan  tangeuug  jawah
PENEFUNAEN anggaran pada Rementerian
Negara/Lembaga yaug bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APED
yaty selanjutnya disingkal KPA adalah pejabat yvang
diberi kuasa untuk melaksanalkan sehagian
kewenangan peENgLUNa anggaran dalam
meiaksanakau sebagian tfugas dan lungsi Perangkal
Dacrari.

Pejahat Pembuat Komitmen yang selanjulnya
rliginglzat PPK adalah pejabat vang diben kswenangan
cleh PA/KPA mmtuk mengambil kepulusan danfatau
melakukan lndakan yang dapat mengakibatkan
pengelnaran  ahggaran helanja negarafanggaran
belanja daeral.

10a. Pejabat . . .
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10a. Pejabat Pelakaana Teknia Kegiatan yang selanjutnya
disehut PPTK adalah pejabal pada Unil Satuan Kerja,
Perangkat Daerah (SKPIY wanpg melaksanskan
1 [satu] atau beperapa kegiatan dar sualu program
agsual dengan bidanpg tugasnya.

11. Unil Kerja Pengadaan Barang/Jasa vang selanjutuya
disingkar UKPBJ adalah unit  knrja  di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daesrab  vang
menjadi pusat keungguian Penpadaan Barangf.Jasa.

12, Kelempok HKerja Pemiliban yvang selanjutnya disebut
Pelja Pemilihan adalah suruber daya manusia yang
ditetapkan oleh Repala UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia,

13, Pejabal Peugadaan adalah pejabat
administrasi/pejabat  tungsional/personel  vang
berugas  melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

14, Dihapus.

15. Oihapus.

16. Agen Pengadaan adalah UJKPE.J atan Pelaku Usaha
vang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa yeng dibari kepercayaan
oleh  Kemeuterian/Lembaga /Peranglal  Daerah
sebagai pihak pemberi pekarjaan.

17. Penyeienggara Swakeloia adalah tim  yang
menyelenggaralcan kegialan secara Swakelela.

13. Stanber Uaya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
Pemerntah edalah Aparslur Sipil Negara dan Nou-
Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang
Pengsdaan Barang/Jasa Pemerintah.

15a. Pejabat Fungsisnal Pengelala Pengadaan
Barang/Jasa vang selanjutnya disehut Pengelola
Peupadaan BarangfJasa , adalah Aparatur BSipil
Negara yang niberi tiugas, tanggung jawah, wewenang,
dan hai: secara penuh aieh pejabat vang berwenang
uutuk melak=anakan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa.

i18h. Personel . . .

8K No 092750 A
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Personel selain  Pejabat  Fungsional Pengeloia
Pengsdaan Barang/Jasa yang selanjutnya disekut
Perzonel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara,
prajarit Tentara MNasiodal Indouesia, dan anggota
Kepolisian NWegara Bepuhlik Indouesia vang diberi
tuges, tahggung jawah, wewenang, dan hak secara
penah  woleh  pejabat  yang berwenang untuk
melakaanakan ksgiatan Pangadaan Barahg/Jasa.

Rencana Umum  Pengadasn Barang/Jasa vang
selanjutnya disiagkal RUFP adealah daftar rencana
Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan
oick Kementerian/Lembaga/Perangkat Daetah.

E-marketpiace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar
elekironik  yang disedigkan nntuk  memenubi
kehutuhan barang/ jasa pemerintah.

Layanan Pengadaan Secara Eiektronik acdalak
layanan pengelolaan feknologl informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara slektromk.

Aparal Pengawas Intern Pemerintah vang selanjutnya
disingkat AFIP adalah aparat yang melakukan
pengawesan  melaini  audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan ksgiatan pengawasan laiu terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsl pemerininh,

Penpadaan Barang/Jasa melalni Swakeloia yang
selanjuitnye  disebul Swekelola adelah cara
memperoleh barang/jasa vang dikerjakan sendir oieh
Kementernan /bembaga/Perangkat Dacerah,
Kementerian, Lembaga/Perangkat  Daerah  lain,
organisasi  kemasyarskatan, atan  kelempek
masyarakal,

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutuya dischut
Ormas adalah organisasi vang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukareta berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan,  kegiatan, Jan tujuan  untuk
berpartisipasi Jalam pembangunan demii tercapainya
tujuan Nepara Kesatuan Republik [ndonesia yang
berdasailesn Pancasila.

Heiompok Masyarakat adalah kelampek meayarakal
vang meianganalkan Pengadaan Barang/Jasa dengan
Jukungan anggaran belanja dari APBN/APED.

26, Pengadaan . . .
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Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah
cara memperoleh barang/jasa vang disedialean oleh
Pelaku Usaha,

Pelalon Usaha adalah badan usaha atau perseorangan
yang melakukan ussha dan/ateu kegiatan pada
hidang tertentu.

Penyedia BarangfJasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah  Pelaku Usaha vang
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Barang acalah setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
vang dapat Jiperdaganghkan, dipakal, dipergunakan
atan dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Produk adalah barang yang dihuat atau jaza yang
dihasilkan oieh Pelaku Usaha.

Pekerjaan  Koustruksi adalah  keseharuhan  artan
sehagian kegiatan yeng meliputi pembanguaan,
pengoperagian, pemeliharaan, petabengkaran, dan
pembangunan keimbaii suatu bangunan.

Jasa Konsuitansi adalah jasa iayaaan profesional
vang metabutubkan keahlian tertentu di berbaggai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa
sang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,
danfatau keterampilan dalam suatu sistem  tata
keldla yang telah dikenai luas di Junia usahs untuk
menyelesaikan suaty pekerjaan.

Harga Perkaraan Sendiri vang selanjutnya disingkst
HPS &dalah perkiraan harga barangfjasa vang
diteiapkan olehh PPK yang telah memperbitungkan
bigya tidak langsung, keuntungan dan Pajak
Pertambahan Nllai.

34. Penelihan . . .
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Peneiitian adalah kegiatan yang dilakukan menurat
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperaleh informasi, data, den keteranpan yang
berkaltan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran  atau  ketidakbenarsn suatu  asumsl
dan/atau bipatesis di hidang ibmu pengetanuan dan
telmologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi
keperluan kemajuan ilmu pengetahusan dan/atan
teknelogi.

Fembelian  secara  Elektronik yang selanjuinya
dlsehut E-purchasing adalah tata cara pemhelian
barang/jasa melalul slstem ketajog eiektronik atan
toke daring.

Tender adalah metode perniliban untuk menaapatkan
Penyedla Baranpg/Pekerjaan Konstrukoet/ Jaaa
Lainnya.

Beleksi adalah merode perniiiban untuk mendapatkan
Penyedla Jaza Konsultansi.

Tender/Seleksi Intermasional adJulah  pemillhan
Penyedia dengan peserta pemiithan dapat berasal dari
Pelulu Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.
Penunjukan Langsung adalah metode pemlllhan
untun mendapatkan Penyedia BarangfFPekerjaan
Konstinksi/Jasa Honsuitansi/Jasa Lamnya dalata
kaadaan tertentu.

Pengadaan Langsung Barang{Pekerjaan
KonstruksifJasa Lainnya adalah metode pemilidan
untuk, mendapatkan Penyedia Barang/Pehkerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya yang hemnliai paling Lanyak
P p200.000.000,04 {dua ratus juta niplan).
Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalan
metede pamiiihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Kconsultansi  yang  bernilai  paling  banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga
secara bermlang.

Dokumen  Pemiahan  adalab Jokumen  yang
diterapkan oleh Pokja Femiliban /PejaLat
PengadaanfAgen Pengadaen vang memuat informasi
dan Ketentuan yang harus ditazti oleh para pihak
dalam pernilihan Penyedia.

44, KEontrolk . . .



S No QD2Tal A

44,

45.

47.
43,

PRESIQOEN
REFUELIK INDONESIA

-8 -

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjuinya
discbut Kontrele adulah perjanjian tertulis antara
PAJEPA/PPK dengan Penyedia atzu pelaksana
Swakelola.

Usata Mikro adalabh usaha proJuktif mlllk orang
peramnpan danfatau badan usaha percrangan yang
memenuhi  kriteria Usaba Mikro sebagaitoana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha
Mikro, Keoii, dan Menengah.

Usaha Kecil adulah usaha ekonomi produkt yang
berdiri sendiri Jan Jilalkukan cleb orang perorangan
atau baJan usaha yang bukan merupakan anak
perusghaan atau buksn cabeng perusahaan yang
dirnilild, dikuasal atau menjadi bagian haik langsung
maupun tidak jangsung dari Usaha Menengah atau
Usaha Besar yang memenubi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tetitang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dihapus.

Surat Jaminan yang selanjuinya disebut Jaminan
adalab jaminan tartulis yang dlkelnarkean oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan
Asaransiflembaga  keuangan khueus  yang
menjédankan usaha di  tidang pambiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong eksper
Indonesia  scsuai Jdenpgan ketentuan  peraturan
perundang-unaangan di hidang lembaga pemblayaan
ckspor Indonesia.

Sanksi Daftar Hitam adalab sanksi yang diberikan
kepada peserta pemiliban fPenyedia bernpn larangan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di selurub
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalata
jangka wakiu tertentu.

Fengadaan  Berkslanjutau  adalah  Pengadaan
Barang/Jaza yang bertujuan untuk mencapai nilai
manfaat yemg menguntungkan sesara ckonomis dak
hanya untuk Kementerian/Lambagpa fPeranglkat
Daerah sebagai penggunanya tetapl juga untuk
masyarakat, serta signlfikan mengurangi dampak
negatil terhadap imghungan dan - sesial  dalam
keseluruhan siklis pengocnasnnya.

51, Kensolidasi . . .
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Konsolidasi Pengadaaa Barang/Jasa adaiah strategi

Pengadasn Barang/Jasa wvang menggabungkan
beberapa pakst Pengadaan Barangf.Jasa sejenis.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di
laar kehendak para pihak dalam Kontiak dan tidale
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan Jalam Kontrak menjadi tiJak dapat
dipepnhi.

Kapala Lembaga adalah Kepala LKPP.

Toko Dalam Jaringan yang selanjuinya disebut Toko
Daring adalah sistem informasi yvang memfasilitasi
Penpadaan Barang/dasa melalul  penvelenpwara
perdagangan melalul gistem elektronik dan ritel
daring.

Ketentuan huruf a, huruf ¢, huruad g, dan hutuf b Pazsal 4
diubah, sehingga Pazal 4 berbunyi sebagai benkut:

Pasal &

Pengadaan Barang/Jaaa bertujuan untul:

a.

-

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setap
uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,
kiantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
moningkatkan benggunaan produk dalam negeri;
meninglkatkan petan serta Usaha Mikra, Usaha Kecil,
dan Koperasi;

meningkatkan peran Pelalu Usaha nasicnal;

mendulaing pelaksanasn penelibhan dan
pemanfaatan harang/jasa hasll penelitian:

meningkutkan keikotsertaan industrl kreatif;

mevujudkan pemerataan ekonomi dan membertksn
perluasan kesempatan berusaha; dan

meningkailkan Pengadaan Berkelanjutan.

3. Katantaan . , .
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Ketetituan hurud g Pasal 8 dihapus, sehingga Pesal 2
karhuyi sebagai berilout:

Pasal 3

Pelaku Pengadaan Barang fJaza terdiri atas:

a. PA;
b. KPA;
c. FPK;

d. Pejabat Pengadaan;

¢. Pokja Pemiahan;

{. Agea Pengadaan;

g dikapus;

h. Penvelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia,

DY antara buruf { Jas huruf g ayat (1) Pesol 9 disisipkan 1
(zatu] buruf wakni buruf [1, Pasal 9 ayat (1) humi i
dihapus, serta ketentuan ayat (3} Pasal 9 Jiuhah, sehingga
Pasal 9 berbunyi sebagal berikut:

Pasal O

(1] PA sehagaimana dimaksud dalam Pzsal 8 huruf a
memililzi tupas dan kewenangarn:

a.

h.

11.

7 @

meigkukan tindakan yang mengakilatkan
pengaivaran anpearan belanja;

mengadalean perjanjian Jengan pihak lain dalan.
batas anggaran belanja yang miah diterapkan;

menetapkan pereneanaan pengadaan;
menetapkan Jan mengumumkan RUP,

melaksanakan Konaolidaai Pengadaan
Barang/Jasa;

menetapkan  Penunjukan  bangsung untuk
Tender/ Seleksi ulang gagai;

menetapken penganaan Sanksi Daftar Hitam;
menetzpban PPK;
menemnpkan Pejabat Penpadaan;

1. dihapus . . .
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.. dihapus;
i- menetaplean Penyelenggara Swalelola;
k. menetapkan tim teknis;

1. menetapkan tim juri/tim ahil untuk
pelaksanean melalhii Sayembara/ Kontes,

m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
n. menetapkan pemensng pemilihan/Penyedia

untuk metode pemilihan:

1]  Tender/Penunjukan Langsung/
E-purchasing untuk  paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konztruksi/Jasa

Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran pallng
gedikit di atas Rpl00.000.C00.000,00
(setatus miliar rupiah); atau

2]  Seiekst/Penunjulkan Langsung untuk paket
Penigadaan Jasa Konsiultans) dengan nilai
Fapu Angesran palinge sedikit di atas
Ep1G.000,000.000,00  [sepulub tmbar
PA untuk pengelclaan APBN dapat meiimpablian
kewenangan sebagalmana dimaksnd gada ayat (1)
kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PA untuk pengelolaan APBD dapat meiimpabkan
kewenangan sebagaimana dimakand pada ayat (1)
buruf a sampai dengan huruf 1 kepada KPA.

Ketentuan ayat [5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berilcut:

(1)

(2)

Pagal 10

KPA dalam Pengadasn Barang/Josa sebagpimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan
pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
Selain kewenangan sebagaimatia dimaksud pada ayat
(1}, KPA berwenang menjawab Sanggab Banding
peserto Tender Pelkerjaan Konstrulkasi.

BYKPA . ..



SK No {2768 A

(3

(4)
(3)

PRESIDEN
REPUALI INDDNESIA

-12 -

KPA dapat menugaskan PPK untuk meiaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan/atan

b. mengadakan perjanjlan dengan pibak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetaphkan.

EPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jase.

KPA peda Pengadasn — Barang/Jasa  yang

mengrunakan anggaran beiana dan APEBD, dapat

mehingkap sebagai PPE.

Ketentuan Pasal 11 diubab, sebingga berbunyi sebagail
berilout:

(1)

Pagal 11

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasn sebagaimana
dimaksud dalamn Pasal 8 huruf ¢ memlilki tugas:

&8,  mMenyusun pecencanaat pengacdnan;

b. melaksanakan Konsolldasi Pengadaan
Barang/Jasa;

0. menetaplam zpeslfikas]l teknls/Kecangka Acuan
Kecja [KAK];

d. menetapkan rancangan kontrak;

e. menetaplan HPS;

menetapkan besaran uvang muke yang akan
dibayarkan kepaJa Penyedia;

€. zngusulkan perubaban jadwal kegiatan;

h. meigksanakan E-purchasing untuk nilai pakag
sedlkit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiahy);

i. mengendalikan Kontrak;

j» menyimpan dan menjaga keutndan selurub
dokumen pelaksanaan kegiatan;

k. melaporkan pelakesanaan dan penyelesaian
kegiatan kenada PA/KPA;

l. mienyerahkan . .



3K No 092760 A

(2)

(3

@)

PRESIDEN
REPUBALIX INDDNESIA

- 13-

.  menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan
kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara
penyerahan;

menilai kinerja Penyedia;

menetapban im pendukung;

menetapkon tim ahll atau tenaga abll; dan

p. menetaplain Surat  Penunjulkan  Penyedia
Barang/Jasza.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dirmuadcsud

pada ayat (1), PPK melaksanakan tagas pelimpahan

kewenangau dari PA/KPA, meliputi: :

a. melukukan tianakan vyang mengakibatlkan
pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja yang
telah ditetaplan. -

Dalam hai tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan

Barang/Jasa yang mengpunakan anggaran belamja

dari  APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk

melaksanakan tugas PPK sebagalmana danaksud

pada ayat (1} humaf a sampai dengan buruf m.

PPTE yang melakaanakan tugas PPK sebagaimana
dimakaud pada ayat (3) wajib memeniuhi parsyaratan
kompetansi FPK.

H

Kotzutuan huruf a ayat (1) dan ayat [4) Pasal 13 diubah,
serta huraf b ayat (1) Pasal 13 dibapus, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 13

Pokia Pemilihan dealam Pengadasan Barang/Jasa
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 8§ humul e
memiliki tugas:

a. melaksmrakan persiapan dan  peigksanaau
pemilihan Penyedia kecuall E-purchoasing dan
Pengadaan Langeung;

b. dlhapus; dan

o, menelapkan . . .
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¢,  menetapkan pemensng  pemilikan /Penyedia
untuk metede pamilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pelerjaan
Konstruksi/Jaza Leinnys dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak
Rpl100.G00.000.000,00  (seratus  miliar
rupiahyj; dan

2. Seleksi/Peoanjukan Langsung untuk paket
PengadLat Jasa Konsultansi dengan nllai
Pag Anggaran pailng banyuk
Rp10.000.000.000,00¢ [sepulub  miiiar
rupiab).

(2) Pakja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berangpgotakan 3 (tiga) orang.

{3) Dalam bai berdasarkan perjimpahgan kKompleksitas
pemilihan  Penyedia, anggota Pokja Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat ditamhah
sepanjang berjumilih gasal.

(4} Pelga Pemiiipan dapat dibentu cieh tim ahli atau
tenaga abli.

3. Pasal 15 dibapus.

9. Ketentuan Pasal 16 ditambab 1 [setu) ayat yakul ayat (5],
sebinggza Pasal 15 berbunyi sebagai benkut:

Pasal 16

(1) Penyelenggara Swakelsla sebagaimana dimaksud
dalam Pagal & Inaruf b terdiri atas Tim Persiapan, Tim
Pelaksana, dan/fatau Tku Penpawas.

(2] ‘Tim Persiapan mermiliki tugas menyusun sasaran,
rencana Kegiatan, jadwal pelalksanaan, dan lencana
biaya.

(3) Tim Pelaksana memililki tugas melakaanakan,
mencitat, mengevaluasi, -dan meiaporkan zecara
berkala  kemajuan pelaksanaan kegiatan dan

penveragan anggarat.

(4) Tita . ..

3K No 092770 A
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(4} Tim Pengawas memihki tugas mengawasi persiapan
dann  pelaksanaan ilsik maupun  administrasi
Swakslola,

(5) Penyel=nggara Swakelola sebagaimana danaksud
pada ayat (1) dapat dibantu oleb Pengelola PengaJaat:

Barang/Jasa.

Ketentuan Pasal 19 dlubab, sehingga berbunyl sebagai
berilcus:
Pasal 19

{1} PPK dalam menyusun speslfikasi teknis/KAK
barang/jasa mengeunalan:
a. produk dalam negsrl;
b. produk bersertfikat SNI;
o produk usaha mikro dan kacil serta kaperas: dari
haail produlag dakan neger; dan
d. produk ramab lingkungan hidup.
(2) Dalam  penyusunan spesifikasi teknis/KAK
dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
a. kempenen barang/fjasa;
b. suku cadang;
£. bagilan dari satu sistem yang stdan ada; atau
d. Dbarang/jasa dalam ketalog ciektronik atau Toks
Daring.
[3) Pemenukan pengeunaan produk sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) dilakukan sepanjang tersedia.

() Produk ramah imgkungan hidup $ebeagsimana
dimaksud pada ayat {1} hurui d, mengeunalkan
barang dan jasa yang berlabel rameh lingkungan
hidup.

Ketentdan ayat {2), ayat (3), dan ayat (5} buruf e Pasal 26
diubah, serta Posal 26 ayat (4) dihapus, sehingpa Pasal 26
berbunyi sebagai beriloat:

Pasal 26

(1) HP3 dibitung secara keahlizn do menggunckan data
yang dapat dipertanggungiawabloan.

(2) Nilai . . .
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Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
Eincian HPS berzifat rahasia.
Dihapus,

HPS digunakan sebagaa:

a. aiat untuk menilaj kewajeran harga penawaran
dan/atau kewsjaran barga satuan;

b. dasar untuk menestapkan batas tertinggi
penawaran vang sah dalam Pengadaan
Barang/Fekerjaan KonstruksifJase Lamnnya;
dan

c. dasar untuk menstapkan hesaran nilai Jaminan
Pelaksanaan Yagi penswaran yang nilainya
kurang dari 80% (Jelapan puluh persen) dari
nilai HPS.

HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran

kerugian negara.

Penyusunan HPS dikecualiltan untuk Pengadaan

Barang/.Jasa dengan Pagu Angearan paling banyak
Rp10.000.000,00 [sepuluh Jjuta rupizh),
E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.

Penetapan HPS paling lama 23 (dun puluh del apa_n]
hari kerja sebelum batas alchir untulc

a. pemasuken penswaran untuk pemilihan dengan
pascakuaiifikasi; atau

b. pemasulan  dokumen  kualfikesi - untuk
pemilihan dengan prakualifikasi.

Ketzntuan Pasal 27 diubah, s:hingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pesal 27

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa bainnya
terdiri atas:

a. Lumsumm;
b, Harpa Satuan’
c. Obungen Lurnsum dan Harga Satuan;

d. Xontrak .
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d. Kontrak Payung; dan
e. Biaya Plus Imnhalan,

Jenis Kontrak Pengadean Pekerjaan Konstruksi
terdiri etas:

a. Lamsum;

Harga Batuan;

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
Putar Kunei; dan

Biaya Phis Imbalan.

Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultanai
nonkonstruksi terdinl atas;

a. Lumsum;
h. Waktu Penugasan; dan
e. Kontruk Payung.

Jenis  Kontralk Pengadaan Jasa Konsultansi
Kanstrulkai terdin atas:

a. Luwmsum; dan

s ap

b. Waktu Penugasan.

Kontrak Lumsum sebkagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3] buruf a, dan ayat
{4] huruf £ merupakan Kentrak dengan ruang ingkup
pakerjaan dan jumiah harge yeng pasti dun tetap
dalam batas wakiu tertentu, dengan ketentuan
sebagai herikut:

a. semua risiko sepenuhnyz ditanggung ocleh

Penyedia;
b,  berorientasi kepada keluaran; dan

e. pembayvaran  didasaran pada  tahapan
produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan
Kontrak.

Kontrak Harga Satuan sebagaimana dinmaksnud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (2] buruf b merupalan
Hontrak Pengadaan Barang/ Pelerjaan
Konstruksi/Jnsa Laiunye dengean harga satuan yang
tetap untuk setiap sataan atau unsur pekerjaan
dengan spesifikasi telinis tertentu atas penyelesaian

seiuruh . ..
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seiuruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah

ditetapkan dengan ketentaan sebagai berilout:

a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih
bersifat perkiraan pada saat Kontruk
ditandatangani;

b. pembayaran berdasarkan hasii penpukuran
bersama atas realisas! voluma pekerjaan; dan

e. nilal akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan.
Kontralt Gabungan Luwmsumn dan Harga Satuan
sebapgaimana dimaksud pada gyat {1) huruf o dan ayvat
(2) huruf ¢ merupakan Kontiak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Kopstruksi/Jasa Lainnya
gabungan Lumsum dan Hargs Satuan dalam 1 (satu)
pekerjaan yang diperanjilean.
Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf d dan ayat (3) huruf ¢ dapat berupa kontrak
harga satuan dalam periode waktu tertentu uniuk
barang/jasa yang beium dapat ditentukan volume
dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kentrak
aitandatangani.
Kontrak Putar Kunci sebagahnada dimakeud pada
avat (2] huruf 4 merupakan suam perjanjian
mengenal pembangunan suatu proyek daiam uei
Penvedia setuju untuk membangun pravek tersebut
secara lenglap sampal selesal termasuk pemasangan
semua perlenpkepaanya sehingga proyek terssbut
siap dioperasiltan atau dihuni.
Kontrak Biaya Pius Imhbalan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf e dan ayat (2) huruf & merupakan
jenis Kontrak wang digunakan untuk Pengadaan
BarangfFekerjaan KonstruksifJasa Lainnya dalam
raugks penanganan keadaan darurat dengan nilai
Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktuel
ditambah imbalan dengen persentase tetap atas biaya
aktual ctau. imbalan decgan jumhan tetap.

Kontrak berdasarken walitu Penugasan sebagaimana
dimaks sd pada ayat (3) huruf h dan ayat (4) huraf b
merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk
pekerjpan  yang ruang lingkupnya belum  bisa
didelicisikan dengau rinei danfatan wakiu yaog
dibutuhkan untok menyelesaiktan pekerjaan belum
blaa dipratikan.

{12) Kontrak . . .
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(12) Kontrak Tahun Jamak merupaken Kontrak

Pengadaan Parang/Jasa yang membebani lehih dar
1 fsatu) tanun anggaran dilgkukan setelah
mendapatkan persetujuan pejabat yang barwenang
gesuai dengan bketentuan peraturan perundang-
undanegan, dapat herupa:

a. pekerjaan yang penyvelesajannya lebih dari 12
fdua belas) bufan;

b.  pekerjaan yang penyelesaiamya lebih dari 1
fsatu) tanun anggaran; atau

e. pekerjaan yang memkenkan manfast iebih
epabila dikentraklan uniuk jangad waliu iebih
dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3
(tiga) tahun anggaran.

13. D1 antarn Pasal 27 dan 23 disisipken 1 (satu} Pasai, yakni
Pasal 27A, sehingga berhunyi sebagai berikut:

14,

(1)

(2)

Pasal 27A

PPK dapat menggunakan seiain jenis Kontral
sebagaimana dimaksuyd dalam Pasal 27 sesual
dengan lkarakteristik pekerjaan vyang aken
dilaksanakan.

FPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana
dimakeud pada avkt (1) harus memperhaukan prinsip
cfizian, efektif dan tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (1) ol ¢, ayat (4), ayat (6) den ayat (7)
Pagal 28 diubah, sehingpa Pasal 28 berbunyi sebngai

berikut:
Pasal 28
(1] Bentuk Kontrak terdin tas:
a. buktl pambalianfpembayaran;
h. kuitanasi;
¢, surat penntah kerja;
d. surat peranjian; dan
2, surat pesanart.

(2) Bukti . . .
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Bukti pembelian/ pembayaran sebagaimacda
danaksud pada ayat (1) huuaf 2 digunakan untuk
Peugadaan Barang/Jasa Lainnys Jengen nilai paling
benyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kuitanai sebagaimana dlinakeud pada ayat (1) huruf
b digunakan untuk Pengadaan Barang/.Jasa Lainnya
dengan nilal palicg banyak RpS0.000.000,00 (lima
puinh juta rupiah).

Surat perintan kerja sebagahaana dimaksud pada
ayat {1) huruf e digunaken untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi  dengan  nilai  paling  banyak
Rp100.000.000,00 [seratus juta rupiah), Pengadaan
Batang/Jasa Laitinya deapan nilai padng sedikit di
atas EpS0.000.000,00 (ima puluh juta tupiah]
sampai dengan nilai paiing banyak Rp200.005.000,00
idha ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan
Konstrulksi dengan nilai poling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta ruplah).

Surat perjanjian gebagaimansa dimaksud pada aynt (1)
huraf d digunsalcan untud Pengadaan
Barang/Pekerjaan KenstruksifJasa Laionya dengan
ndal paiing sedikit di atas Rp200.000.000,00 [dua
retus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai paiing sedikit di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiahj.

Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
buruf e dipunaken untuk Pengatizan Barang/Jasa
melalul E-purchasing.

Ketentian mengenal buktl penduloung untuk masiog-
maging bentuk Kontrak aebagaimana dimaksud pada
ayat {1] dilakukan sesuai persturan menteri yang
mcuyolenggaraltan trusan bemerintahan di bidang
kenangan negaca atal peraturan monterl yang
menyeignggarakan urusan di bidang pemerintabun
dalam ncgeri,

15, Ketantuan . ..
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15. Ketentuan ayat {2) dan ayat (7) Pasal 30 diubah, serta di
antara ayat {2) dan ayat (3] disisipkan 1 {satu} ayat, yalmi
ayat (2a), sehingea Pasal 30 berbunyi sebapal herikut:

Paszal 30

{1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdlel atas:
a. Jamlnan Penawsaran;
h. Jamidan Sanggah Sanding;
c. Jaminan Pelaksanaan;
d. Jaminan Uang Mulka; dan
&, Jaminan Pemeliharaan,

(2] Jaminan Penawaran sebagaimana dimeksud pada
ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjuan
Konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang
dilakukan secara terintegrasi.

2a) Jaminan Sanggab Banding sebagaimana danaksud
pada ayat (1} buruf b hanya untuk pengadasan
Pekerjaan Kongtruksi. .

(3) Jaminan sehagaimana dimeksud pada ayet (1) dapat
berupa bank garansi atau surety bond.

{4] Bentuk Jamiaan sehagaimmnana dimaksud pada ayat
(3) bersifat:

a. tiJak bersyarat;

k. mudah dicairkan; dan

¢. harus dicairkan oleh penerhit jaminan paling
lambat 14 [empat heias) hari kerja setelah surat

perintah pencairan dari Pokja
Pemiiidan/ PPK/Pinek yang diberi kuasa oleh
Pelgja Pemilihan/PPK diterima.

{9) Penpadaan Jasa -Konsultansi tddak dipedukan
Jaminen Penawaran, Jaminan Sanggah Banding,
Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemcliharasn.

(63 Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjamianan,
Perusahean Asuransi, lembaga keuangan khusus
yang menjalankan uszaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi vutuk mendorong ekspor
Indonecia sesual dengen ketentuan peraburan
perundang-undangan i bidang lambaga pembiayaan
elspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis
Jaminan.

(7) PerusahsaAn . . .
SK No 092777 A
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Perisahaan Panjeminan, Perusahaan Asuransi, Jan
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, den asuransi
untuk mendcrong ckspor lndonesia sesual dangan
ketentuan peraburan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan skspor Indeussia sebagaimana
dimaksud peda ayet () merupakan Perusahsan
Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan
pencatatan produk  suretyship di Otoritas Jasa
Keunangan.

16. Ketentusan Pasal 31 Jiuhah, sehingga berbunyi sebagai
arilbat:

17.

(1)

{2]

(3]

Pasal 31

Jaminan Penawaran sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) Jiberlakuken untuk nilai HPS paling
sedilat di atas Rpl10.000.0G0.000,00 [sepuluh miliar
rupiah).

Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud gada
ayat {1) besarnya antara 1% (satu porssq) hingga 3%
{tiga perseu) dari hilai HPS.

Pengadaan Barang/Jesa wvang diiakukan secara
terintegrasi, Jaminan Penawaran schagaimana
dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu
persch) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu
Anggaran.

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi scbagai
berikut:

(1)

{2)

Pesal 32

Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat [2a) besarnya 1% (satu persen)
dari niial HPS. ’
Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, -Jaminan
Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat {2a) besarnya 1% {satu persen) dari niiai
Pagu Anggaran.

18, Kctentuan . . .
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18, Ketentuan huruf a ayat [2), ayet [3) dan ayat (4] Pasal 33
diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Jaminan Pelaksanaan sebageimana dimeksud dalam
Penal 30 ayat (1) hurafc dihaclakukan untuk Kontrah
Pengadaan  Barang/Pekerjpan  Konatruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai paliug sedikit di  atas
Rp200.600,000,00 (dua ratits juta rapiah).

(2) Jaminan Pelaksanaan scbagaimana dimaksud pada
ayat [1) tidak dipcrlulean, dalam hai:

a. Pengadaan .Jasa Lainnya yang aset Penyedia
dikuasai cleh pengguna; atau

b. Pengadaan Barang/Jasa mclalui Epurchasing.
(3] Besaran nilal Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:

8. untuk nilai penawaran antara 30% (delapan
puluh persen) sampal dengan 100% (seratus
persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan
sebezar 5% (iima persen) dari nifal kentrak; atan

k. untuk nilai penawaran di bawah 80% (deiapan
puluh persen) dari nilal HPS, Jaminan
Pelaksansan sebesar 5% (lima persen) dari nilal
UFPs.

(4] Besaran nilal Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan
terintegrasi sebagai herilout:

a, untuk nilal ponawaran sntara 80% [(Jziapan
pulah porsen) sampai dengan 100% (semtuz
persen) darl nilai Pagu Angearan, Jaminan
Pelaksannan sebesar 5% {lima persen] dari nilai
keutrak; aian

h. untuk niial penawaran di bawah 80% (delapan
puluh persen) dari nijai Pagu Anggaran, Jaminan
Peinksanaan sehesar 5% (lima persen) dari nilai
Pagu Anggaran,

{5) Jaminen Pelaksanaan berialtn sampai dongan serah
terima_pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
atau serah terima perbuna Pekerjami Konstruksi.

14, Kotentyan . ..

3K No 022779 A
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19. Ketentuan ayat (2] dan ayat (6) Pasal 38 diubah, serta
ditamhahkan 1 [satu} lwruf poda nyat (5), yakni huruf 1,
sehingga Pasal 38 berkunyi sebagai berikut:

(1)

(2]

(3]

{4)

{5)

Pasal 33

Metode pemiithan Penyedia Barang/Pekerjnan
Konstniksi/.JasA Lainuya terdir atas:

a. E-purchasing,

k. Pangadaan Langsung;

¢ Penunjukan Langsung;

d. Tender Cepat; dan

=,  Tender.

E-purchasing sehagaimana dimeksud peda ayat (1)
huruf a, dilakganakan wuntuk Barang/Pekerjsan
KenstrumsifJasa Lainnya yeng sudah tercantum
dalam katalog siektronik atau Toko Oaring.

Penpadnen Langsung sebagaimana dimakaud pada

ayvat (1) huraf h dilaksanakan untuk

Barang/Pekerjaan Konstriksi/Jasa Lainnye yang

bernilai paling banyak Ep200.000.000,00 [dua ratus

juta rupiah).

Panunjukan Langsung schayaimana dimaksud pada

avat (1) buraf ¢  diaksanakan  untuk

Barang/Pekerjaan Kenstruksi/Jasa Lainnva dalam

keadsan tertenty,

Kriteria Barang/Pekerjean Konstruksi/Jasa Lainnya

untuk keadaan terteritu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) meliputi: '

a. penyelenggaraan  penyviapan  ksgiatatw  yang
mondadak untuk menindaklanjuti kemitmen
internasional yang dibadini clch Presiden fWalil
Presiden;

b. barangfjasa vang hersitat rahasia untuk
kepentingan  Negara  meliputi  intolijen,
perlindungsan saksi, penpameanan Presiden dan
Wakil Presiden, Mantan Presiden Jan Mantan
Waldl Presiden beserta keluarganya serta iamu
negara  sctingkat - kepaia  negarafkepala
pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat

rahagla geauai dengan ketentuan peraturan
perundang-undimgan;

¢ Pekeraan . ..
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Pekerjaan Konatraksi hangunnn vang
merupaksu satu kesatuan sistem konsbraksi
dan satu kesatuan tanggung jawab atas risike
kepagalan bangunan yang secara keseluruhan
ddak dapat direncanakan/diperhitungkan
achelumnye;

Barang/PekerjJan KonstruksifJasa Lainnya
yang hanya dapat disediakan oich 1 {zatu)
Pelaku Usaha yang mampu;

pengadaan dan penyaiuran benih unpgul yang
meiiputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta
pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada
petani dalam mngks menjamin ketersediaan
benih dan pnpuk secara topat dim cepat untuk
pelakasnaan poningkatan ketahanan pangan;

pekerjaan prasaraua, sarana, dau utilitas umuam
di linglungan perumahan bYagi Masyarvakat
Berpenghasilan Rendah yang Jilaksanalsu oieh
pengainbeng vang bersenghkutan;

Bareng/Pekerjsan konstruksif.Jasa Lainnya
yang spesilih dan bahya Japat dilaksanakau cleh
pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dard pemegang hak paten, atau
pihak yang menjadi pamenang tender uatuk
mendapatkan izin dari pemerintah;

Barang/Pekerjasn KonstruksifJasa Lainnya

yang eetelah dilakukan Tender viang mengalami
kegagplan; atau

pemiithan  penyedla untuk melanjutkan
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruhsi/Jasa
Lainnya dalam hal terjadi pernutusan Kenirak.

Tender Cepat sebagaimiana dimaksud pada ayat (1)
kurui d diliksanakan dalam hal Pelaltu Usaha telah
torkualifikasi dalam.  Sistem  Informesi  Kinerga

Penyedia untuk pengadasn yang:

£,

=3

spesifikasi dan wwiume pelerjaannya sudeh
dapat ditantukan secara rinci; atau
dimungkinkan Japat menyehuitkan mersk
sebagaimanp dlatur dniam Pasal 19 ayat (2)
huruf b dan buruf .

(7) Tendcr . . .
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Tender sebagaimana dimakstid pada ayat [t] huruf e
dilaksanaltan dalam ha! tidak dapat mengpunalean
metode pemilihan Penyedia sebagalmana dimakatid
pada ayat (1) buruf a sampai dengan huruf d.

Ketentuan ayat (3] Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39
herbunyi sebagai berkut:

i1

2)

(3)

4)

Pagzal 39

Metode evaluasi penawaran Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksif.Jasa Lainnya
dilalukan dengan:

a. SBistem Nilaj;

h, Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomls, atatl

¢. Harga Terendah.

Metede evaluasi 3istern Niial digunakan untuk
Pengadaan  Barang/Pekerjaan  Konsiruksi/Jasa
Lainnya yang memperhitungkan penilaian talmis dan
harga.

Metode evaluasi Penjlaian Biaya Selama Umur
Ekonomis digunskan untuk Pengadaan Barang yang
memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga,
bigya operasional, hiaya pemeliharaan, dan nilai sisa
dalam jangka wakty operasi tertentu.

Metode evaluasi Harga Terendah diginakan untuk
Pengadaan  Barang/Pekeriaan  Konstruksi/Jasa
Lainnya dalam hal harga menjadi dasar pecetapari
pemenang al antara penawaran yang memenithi
persvaratan teknis. -

Ketantuan ayat [6) Pasal 41 ditambahkan 4 (empat) huruf
yalni huraf &, huraf £, huruf g, dan buruf b, sehingea
Pazsal 41 berhinyi schagai berikut:

i1

Pasal 41
Metode p-:ﬂii]ih_an Penyedia Jasa Konsalians] terdiri
atas:
a.  Beleksi;
h. Pengadasn kengsung; dan
e. Penunjukan Langsung,

{2) Seleksi . . .
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Selelcai sebagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanalean untuk Jasa Kotsultansi bernllat paling
sedikit di atas Rpl00.000.000.00 ([seratus juta
rupiahj.

Pengadasn Langsung scbagaimans dimalsud pada
avat (1) buruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi
yvang hernilai  ssmpa!  dengen  paling banyak
Rp100.000.000,00 [seratus juto rupiah).

Penunjukan Langsung schapgaimana dimaksud pada
arat {1) hunuf o dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi
dalam keadaan tertentu.

Kriteria Jasa Kensaliansl dalam keadaan tertentu
sevagaimana dimaksud pada ayat (4} meliputi:

a. Jasa Konsultansi vang hanya dapat dilalmlon
oleh 1 [satu) Pelaku Usaha yang mampu,

h. Jasa Konsuitansi vang hanya dapat dilakukan
oleh 1 [satu) pemegang hak elpta yang telah
tardaftar atau plhak yang telah mendapat izin
pemegang hak clpta;

¢. dasa Konsultansi di bidang bulkum meliput
kansultany hukum/advokasi atan pengadaan
arbiter vang tidak airencanakan sebelumniya,
1ntuk menghadapi gugatan dan/atan tuntiatan
hukum dari pihak tortentu, yang sifat
pelaksanaan pekerjasn danfatag pembelaannya
harus zegera dan tidak dapat ditunda;

d. permintaan berulang [repeaf orded untuk
Penyedia Jasa Konsultansi yang same;

e. Jasa Kansultansi yang setelak dilakuban Selekei
1lang mengalami keeagaian;

f.  pemilihan penyedla untuk melanjutkon dasa

Kooasultansi  dalam - hal - terjadi  pemutisan
Kontral:

g. Jasa Konsaliansi yang hersifat rahasia sesuai
dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan; atau

h. Jasa ahii Dewan Sengketa Konstruksi.

{6) Balam . . .
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{6) Ualam hal dilakukan Penunjukan bangsung uniuk
Feriyedta Jasa Konsaltansi sebagairmana dimaksud
pada ayat (5} tiuruf d, diberikan batasan paling
banyak 2 (duga) kali.

22. Ketentuan ayat {4) buraf b dan ayat {7) buraf b Pasal S0
divbah, sehingga Pasal 50 berhtinyl sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Pelaksapaan pempiahan melalal Tender/Seleksi
meliputi:

a. Pglaksanaan Kualifikasi;

B Pengummuman dan/zatau Undangan,

¢. Pendaftaran dan Pengamhlian Dokumen
Pemilihan,

d. Pemberian Penjelasan;

e. Penyampaian Dolumen Penawaran;

f.  Ewvaluasi Dekumen Penawaran,

g Penetapan dan Pengumumean Pemenang; dan

h. BSanggah.

{2) Belain ketentuan sebagairaana aimaksud pada ayat
(1) unmk pelaksanaan  pemilihan  Pekerjaan
Konstruks: ditambahkan tahapan Sanggah Banding,

13] Pelaksansan pemilihan sebagaimana dimakeud pada
ayat (1}, untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilalmkan
Klarifikasi dan negoslasi terbadap penawaran teknis
dan hiaya setelak masa sanggah selesai.

[4) Pelaksanaan pemillban melalui Tender Czpat dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. peserta telah  terkualifikasi  dalam  Sistem
huformasi Kinerja Penyedia;

h. peserta menyampaikan pedawaran harga;

0. evaluasi penawaran harga dilakukon melalui
aplikkasi; dan

d. penetapan pemsnang berdasarkeny harga
penawaran terendah.

{5) Pelaksanaas . . .

SK Mo 22784 A
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(5 Pelaksanasn E-purchasing wajih dilakuban untuk
barangf{jasa veng  menyangkut | pemenyghan
kebutunan mnasiona! danfatay strategis  yang
ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala
daerah.

[6) Pelakeanasn Penunjukan Langsung dilakuken
dengan mengundang 1 (saty)] Pelaku Usaha yang
alpilih, dengan dlsertei negosiasi teknis maupun
kargs.

(7} Pelaksapaan Pengadaah kangsung diiakukan sebagai
berikut:

a. pemkelian/pemhayaran iangsung  kepada
Penyedia untuk  Pengaakaen  Barang/Jasa
Lainnya yung menggunakan buki pembelian

_ atan kuitansi; atau

b, permintagn penawsran yang disertai dengan
klarifikasi serta negosiasi tekmisa dan harga
kepada Peiaku Usaha wuntuk Pengadaan
Langsung yang mcnggunakan surat perintah
kerja.

{8) Pemiilhan dapat segora dilaksanakan seteish RUP
divmumkan.

{9) Untuk barang/jasa yang kontreknya harus
ditandatangani pada awal tabun, pemilihan dapat
dilaksanakan setelah:

a. penetapan Pagu Anggaran K/L; atan

b, persetyjuan REA Petanghat Daerah sesua)
dengan  ketenbian  peraturan  perundang-
undangan. _

{10) Peiakeanaan pemilihan sehagaimana dimaksud pada
ayat {9) dilakukan setolah RUP diumumken tertebih
dahula melahai dplikas: SIRUP.

{11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode
penawaran harga secara herulang (E-reversa Auction).

Ketentuan Pasal 31 diubab, selhimgga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21
{1} Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah . ..
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seteian pemberian waktu perpanjangan, \idak ada
peserta  yahg — menyampaiken  dokumen
kualifikasi, atau

jumiah peserta yang {ulus peakualifikasi kurang
dari 3 {tiga) peserta.

(2) Tender/Selekei gagal dalam hal:

{3)

a.
b.

o

terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

tidak ada pererta yang menyampaikan dokumern
penawaran setelah ada pemberian  waxtu
perpanjangan;

tidak ada peserta yang iuiug evaluasi penawaran,
ditermukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan
ataly tidak sesual denpan ketentuan daiam
Peraturan Presiden ini;

s=luruh pescria terlibat korupsi, kolusi, dah/atag
nepetiame;

se(iiruh peserta terhhat persaingan usaha ddak
sehat;

seluruh pENBWATAI harga Tender
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di
atas HPS:

neposiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai
fdan/atay

korups?, kolusi, dan/atan nepetisme medbatkan
Pelga Pemilihan/PPE.

Tender Cepat gagal dalam hal:

a.

tidah ada peserta ataul hanya 1 [satu) peserta yang
menyampaikan dokumen penawaran eetelah ada
pemberian wakti perpanjangan,

pomnenang atan pemenang cadangan tldak ads
yvanp menghadiri verifikasi data kualifikasi;

dltemukan kesalahay daiam Dokumen Pemilihan
atan tidak sesuai dengan ketentuan halam
Peraturan Presiden ini;

seluruh peserta terhbat korpsi, kolusi, dan/atay
nepetisme;

& seluruh . ..
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e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak
sehat; dan/atan

f.  korupsi, koiusi, dan/atan nepotisme melibatkan
Pckja Pemilihan {PPK.

Prakualifikasi gagal schagaimana dimalssud pada
ayat (1) dan Tender/Scleksi gagal sebagaimana
dimakoud pada ayat (2) buruf a sampal dengan huraf
h dinyatakan sieh Pokja Pemilihen.

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada

ayat [2) bunif i dinyatakan oieh PAfKPA.

Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagmmans

dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segers

melalukan prakualifikasi uleng dengan ketentuan:

2. setelah prakuaiifikasi ulang jumlah peserta yang
haus 2 (dua) peseria, proses TenderfSeleksi
dilanjutkan; atan

b. setelan prakualifikasi vlang jumiah peseria yang
ialus 1 [satu) peserta, dilanjntkan dengan proses
Ponunjukan Langsung,

Tindak lanjut dard Tender/Seicksi gagal ﬂﬂbugmman
dimaksud peda ayat [2), Pokja Pemilihan segara
melakukzn;

a, evaluasi ulang; atan
b. Tender/Seiekei niang.

Evaluasi uiang sebagaimana dimaksud pada ayat (7]
huruf a, dilakuksn dalam hEil Aiternukan izesalahan
evahiasi penawaran,

TenderfSelqkal ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) huruf b, dilakukan untuk Tender/Selekei
gagal sebagaimana dimalsud pada ayat (2} huruf b
sarnpai dengan huraf i

Dalam hal Tender/Seickei ulang sebagamana

dimaksud pada eyat (9) gagal, Pokja Pemilihan

dengan persetyjuan PAfKPA melalauken Ponunjukan

Langaung dengan kritersia:

g, kebutuhan tidak dapat ditugda; dim

b. tidek culkup waktu unmik melaksanakan
Tender /Seleksi,

{i1) Tiudak . . .
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(11) Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagrimeana
dimalcsud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan
reviu  penysbab kegapalan Tender Cepet dan
meiakulan Tender Cepat kembali atau mengganti
metode pemilihan lain sebagaimena diatur daiam
Pasai 358 ayat (1).

Ketentizan Pagai 58 diubah, schingga berhunyi sebagal
berikut:
Prsai 52
(1) FPK  menyeraukan barangfjasa  sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

(2) Serah tetitna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditanglan dalam berita acara.

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah,
serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (2a), schingpa Pasal 61 berbunyi sebagai
berikut;

Pasa! 61
{1) Dikecualiken dari ketentuan dalam Peraturan

Presiden ini;

a. Pengadaan Berang/Jass pada Badan Layanen
Umum /Badan Layanan Umum Dacrah;

b. Pengeukan BarangfJasa yang dilaksanaksn
berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara
Inas kepada maayarakst;

e Pengadean Barang/Jasa vang imaksanalamn
sesual Jengan pealrtik hsnis yang sudah mapan:
dan/atau

d. Pengadaan Barang/fJasa yang diatur dengan
Iretentuan peraturan  perundang-undangan
lainnya.

(2] Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Ummm/Eadan Layanan Umum Daerabh sebagaimeana
dimaksud pada ayat (1) huraf a diathr tersendir
Jengan peraturan  pimpinan  Badan Layanan
Umum/Badan Layanan Umwm Daserah,

(2a) Dalam . . .
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(2e) Dalam hal Baden Layanan Umwuwm dan Badan

()

Layanan Umum Dacrah beluom memililki peraturan
peagadaan barang/jasa teraendiri, pelalrsanaan
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
dan Badan Layanan Umum Uaerah berpedoman pada
Peraturan Presiden ini.

Ketentuan iebih lanjut mengenai pengecualian dalam
Pengadaan Barang/Jasa Sstbegamana <dimaksud
pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Kepala
Lembaga.

26. Ketentuan Passl 65 diuhah, sehinggs berbuny: sebaga
kerilout:

Bagian Kesatu

Peran Serta Usaha Keeil dad Koperaei

(1)
(@)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 65

Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dad Usaha Kecil.
Kementerian /Lembaga /Pemerintah  Daerah  wajits
menggunakan produk saha kecil serta keperasi dari
hasil praduksi dalam negeri.

Kementerian /Lembaga / Pemerinrah Daerah
sehagaimana dimaksud pada ayat [2) wajib
meagalekasikan paling sedikit 40% (empat puiuh
persenr) dari nilai anggaran belanja bharang/jasa
Kementerian /Lembaga f Pemerintah Daerah.

Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksif.Jasa
Lainnya dengan nilai Pagu Angearan sampai dengan
Rpl5.000.000.000,00 {lima belas miliar rupiah)
diperuntukan hagi usaha keeii dan/atan koperasi.
Nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana
dineksud pada ayat (4) dikecualikan vntuk paket
pekeriaan yang menuntut kemampuan teknis yang
tidak dapet dipenuhi oleh 1saha kocil dan keperaegi.

Kementerian veng menvelenggarakan  urusen
penenintaban di bidang koperasi dan usaha keeil dan
Pemerintah Daerali memperiuas peran serta usaha
kecil dan koperasi dengan mencantumkan
barang/jasa produksi usaha kecil dim koperasi dalam
totalog elektronik.

(7] Penyedis . . .
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Penyvedia wusaha nonkecil atan koperasi yang
melaksarukan pekerjsan melakukan kerja sama
usaha dengan usaha kecii darifatau kopecasi dalam
bentuk kemitraan, subkentrak, atau bentuk kerja
sama lainnya, jiha ada usaha kecil atau keperasi yvang
memiliki kemampuan di bidang yang bersangkatan.

Kerjn sama dengan usaha kecil dac/atau koperasi
stbagaimana dimaeksud pada syat (7] dicantumkan
dalam Dekumen Pemilihan.

Eetentulin gyat (2), ayat [3) dan ayat [4) Pasal 66 dinbeh,
dim diantara ayat [8) dan ayat [4) disisipkan 1 (satu) gyat
vokni ayat (3z), sehinggs Prsai 66 berhunyi ssLapai
berikut:

(1)

(2)

()

(3]

(4)

(5]

Fesal 66

Kementerian /Lambaga/Perangkat Dacrah  wajih
menggunekan produk dalam negeri, termasuk
caticeng bangun dan perekayasaan nasicnai,

Kewajiban  penggunaan  produk  dalam  negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukaa
apabila terdapat produk dalam negeri yang memilikl
penjumlahan nilai Tingkat Kemponen Dalamn Negeri
(TKDN} ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) paling sedikit 40% {empat puluh persent.

Nilai TKDN dan BMP sehagaimana dimeksud pada
ayat (2} mengacu pada daftar inventarisasi
barang/jasa produkei dalam negeri yang diterbitkan
gieh kementerian vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrizn.

Kewajiban peonggunaan  produk  dalam  negeri
sehagaimana dimaksid pada ayat (2) dilalukan pada
tahap Porencanaan Pengadaan, Pergiapan
Pongadaan, atau Pemilihan Penyeala.

Ketentizan sebagalinana dimaksud pada avat [3g)
diaantumkan dalam RUP, spesifilkas] telmis/KAK,
dan Dokumen FPemitihan.

Pengadaan barang imper dapat dilakukan, daiam hal:

a. barang tersebut heivm dapar diprodukol di
dalam negeri; atan

b. wolume produkol dalam negerj tidak mampu
memenuhi kehutuhan,

(6} LKFP . . .



3K No 092791 A

28.

&)

PRESIOEN
REFUBLIK INDONESIA

- 35-

LEPP danfatan Kementerian/Lambaga/Femerintah
Daerah memperbanyak pencantuman ptoduk dalam
negeri dalam kKatalog slektronik.

Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingpa berbunyi sebagai
berikut;

(1)

(2)

(9]

(4)

Pazsal 67

Prefersnsi harga merupakan insentif begi produk

dalam negeri pada persiiihen Penysdia berupa

kelebihan harga yang dapat diterima.

Prefersnsi harpa diberlaloukan untuk Pengadaan

Barang/Jasa dengan nilal HPS paling sedildt di atas

Rpl.000.000.000,00 {satiz miliar rupiah).

Praferensi harga diberiken pada pengsdaan Barang

dengan ketentuan schagal berikuat:

a. diberikan terhadap Barang yang meihiliki TKDN
paling rendah 25% {dna puluh lima persen);

h. diberikan paling tingg 25% (dun puluh lima
persen);

e. diperhitungkan ilaiam evahnasi harga penawaran
yang telah memenuhi perayaratah administrasi
dan telmis; :

d. penetapan pemenang berdasarkan urutah harga
terendah Hagll Evaluasi Akhir (HEA);

g, HEA dihitng Jengan turmus HEA = {1 — KP) < HP
dengarn;

KP = THDN » preferensi tertinggi

KP merupakan Koefigien Preferensi

HP merupakan Harga Penawaran setelah kereksi
atitmatik; dan

f.  dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran
dengan HEA terendah yang sama, penawar

dengan TKDN iebih besar diletapkan seLagal
pemenang.
Untuk Pokorjiaan Kenstruksi padsa metode pemilihan
Tender lutermasional, preferensi harga diberikan

paling tingpi 7.5% {thyuh kema lima persen) kepada
badan usaha nasiohal di atazs harga penswaran
terendah dari badan usaha asing.

249, Ketenbuan . ..



SK No 082273 A

29,

30,

31.

PRESIDEN
REPUBUIK IMDONESIA

- 35 -

Ketentuan ayat (2}, ayat (3) dan ayat (5] Pasal 72 diubah,
serta ayat (4} Pasal 72 dihapus, sehingga Pasal 72
berbunyi sebagai beriloat:

Pasal 72

(1} Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik
nasional, katalog ¢lektronlk sekioral, dan katalog
elektronik lokal,

(2) Katalog elektronik sebagaimans dimaksud pada ayat
[i} memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifilkasi
reknig, TKDN, produk dalam negeri, produk SN,
produk ramsh lingkungan hidup, negara asal, harga,
Penyedla, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

(3} Pengelolaan katalog clektronik dilaksanaken oleh
Kamenterian/Lembage fPemerintah  Daerah  atau
LEPP.

4} Dihapus,

(5) Ketentuan iebih lanjut mengenai pengeiclaan katalog
elekironik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diaiir dengen Peraturan Kepaia Lembags.

Di antara Pasgl 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal,
vakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A
(1) Barang/iasa yang ditransaksiken wmelalu  Toko
Daring memitild kriteria:
a.  standar atay dapat distandardan;
b. memiliki sifat risiko rendan; dan
0. barga sudah terbentul di pasar.

{2} Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
trdak diteyangkan pada katalog elektronilk.

(3} Ketentuan lebih fanjut mengenai Toks Daring diatir
dalam Peraturan Kepaia Lembaga.

Ketentuan Pasal 74 diubah, sebingga berbunyi sebagsai
Lerikut:

Pazal 74
(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/.fasa
terdiri atas:

a. Sumber . ..
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a. Sumber Daya Pengeiola Fungsi Pengadaan
Darang fJasa;

b. SumLler Daya Perancang Kebijakan dnn Sistem
Pengsdaan Barang/Jasa; dan

c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Penpadaan
Barang/Jasa.

Sumber Daya Pengeloia Fungsi Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
buruf a2 merupaken sumber deya manusia yang
melaksanakan fungsi penegadsan barang/jasa di
Lingkungan Kementerian/Lembags fPemerintah
Deaerah.

Sumber Daya Perancang Kobijakan dan Sistemn
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimane dimaksud
pada ayat (1} haruf b merupakan sumber daye
manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan
dan sistem Pengadaan Barang/Jaea.

Sumber Dava Pendukuog Ekosistem Pengadean
Barang/Jaaa sebagaimana dimakoud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan sumber daya manusia yang
terdiri dari berbagai  koahlian  tertentu dalam
mendulung pelaksanaan FPengadaan Batang/Jasa,

Ketentuan mengenai  Sumber Daya Manusia
Pengadaan BarangfJasa sebagaimana dimalsud
pada ayat (1} buruf b dan buruf ¢ berdasarkan
ketentuan peraturan parundang-undangan.

Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 2 {dua) pasal
valmi Pagal 74A dan Pasal 74D sehingga berbunyi sehagai
berikut:

(1)

Pasal 74A

Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadasn
Darang{Jasa sebagaimane dimaksud dalam Pasal 74
ayat (1} buruf a, terdiri atas:

a. Pengelela Pengadaan Barang/Jasa; dan
b. Persomie] Lainnya.

(@) Kementerian . .
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Kementerian /Lembaga fPemerintah  Daerah  wajib
memiliki Pengelola Pengadaan  Barang/Jasa
sebagaimana dimaisud pada ayat (1} buruf a sehagai
Poltja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan.

Pangelole Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan
scbagai PPK, membantm  tugas  PAJKPA,
melaksanakan perasigkan pencantuman barang/jasa
dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai
Sumber Daya Pendukung Ekosistemn Pengadasan
Barang/Jasa,

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dikecualikan untuk Kementerian/bembags dalam
hal:

a. nilai atan jumlah paket pangadaan di
Kementerian/lembaga tidak meuculkupl untuk
memenahi pencapaian batas angka kredit
minimum pertzhun bagi Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa; atau

b. BSumber Daya Pengelola Fungsi Pengadasn
BarangfJasa diialkukan oleh prajurit Tentara
Hasional Indonesia atau angegota Kepelisian
Negara Eepublik Indonesia.

Dalam hal pengscualian sebagaimana danaksud pada
ayat (4], pengalolaan pengadeaan Barang/Jasa
dilakukan oleh Personel Lainnva sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) hwaf b,

Personci Lainnya sebagaimana dimakeud pada avat
(5} wajib memiliki sertifikot kcmpetensi di bidang
Pengadaan BarangfJasa,

Dalam hal Parsonel Lainnys belum memiliki sertifilkat
kompetensi <i tndang Pengadaan Barang/Jasa
scbagaimans ditnaksud pada ayat (6} wajib memiliki
sertifikat Pengadaan Barang/Jasa ringlat
dasar/fievel-1.

Sumber Daya Pengelola Fungsi Pangadaan
Barang {Jasa betrlredudukan di UKPB.J.

Atas dasar pertimbangan kewenangan, Sumber Daya
Pengelola Fungsi Pengodaar - Barang/Jasa vang
ditugaskan sebagal PPK dapat berkedudakan di luar
UKPBJ

PE.B-E']. ?E'D A+
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Pasal 74D

Kementrrian/Lembaga { Pemerintah  Dacrah  yang
wajib tnemiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
menyusun rencena akei pemenubhan  Pengeloia
Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam bal jumlah Pengelola Peugadaan Barang/Jasa
di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah belum mencuknpi sesuai rencana  aksi
pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a, pelaksanaan tngas Pelja Pemiithan dilakukan
denpgan ketrntuan:

1. Pekja Pemilihau nntuk setiap paker
pengadaan, wajib beranggotakan sekurang-
kutangnys 1 (satu} Pengelola Pengadaan
Darang/Ja=sa; dan

2. Anggota Pekja Pemilihan selain Pengelcla
Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifilzat
kompetenei . danfatan  sertifikat keahlian
tingkat tiasarflevel-1 di bidang Pergadaan
Barang/Jasa.

k. pelaksanaan higas Pejabat Pengadasn yang
tidak dapat dilakukarn oleh Pengelola Per.gadaan
Barang/Jasa, dilakukan oleh Pegawa Negeri
Sipil vang memiliki sertifikat  kompetensi
danfatau sertifikat keahlian tingkat
dasarflevel-1 di bidang Pengadaan Barang/fJasa.

Dalam  hal  Kementerion/Lembaga/Pemerinrah
Daerah  belum  memiliki  Pengelala Pengadaan
Barang/Jagsa, sampai tersedianya  Pengelola
Pengadaan berdasarkan tencans aksi pemenuban
Pengelola Peagadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud poha ayat. (1), pelaksanzsan tuges Pekja
Pemilihan{Pejabat Pengadaan dilaksanakon olch:

a.  Pepawal Negeri Sipil yang meomibki sertifikat
ksrpetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat
dasarflevel-1 di bidang Pengndasai: Barang/Jasa;
dan fatau

b.  Ager Pengadaan,

(4) Ketentuar | |
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Ketentuan lebih lanjut mengenal rencana aksi
pemenghan  Pengelola Pengedsan Barong/Jasa
sebagaimana danaksud pada ayat (1) diatur dalkan
Feraturan Kepala Lembags.

Ketentuan ayat {1) Pasal 75 diubah, di antara ayat (3) dan
avat (4) disisipkan 1 (satu] ayat, yakui aeyat (3a), dan
Leteniuan Pasal 75 didimbahkon 3 (tiga) ayat vakni ayat
{5), avat {&), dan ayat (¥), sebingga Pasal ¥5 berbnnyi
sebiagal berikut:

(1)

{2)

(3)

(3a}

(4)

(5

Pasal 75

Mentertifkepala lembeagea fkepala daerah membentuk
UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggaralan
dulkungan pengadaan barang/jasa pada
Kementerian f Letnbaga f Pemerintan Dagrah.

Dalam rangka  pelakganaan tugas  UKFBJ
sebagaimane dimaksud pada ayat (1}, UKFBJ
memiliki fungsi:

a. pengelolaan Pergadaan Barang/dasa;

b. pengelolaan  layanan  pengadasn  secam
elelatronik;

c. pemhinean Sumber Daya Manusis dan
Kelembagaau Peagadaan Darang/Jasa;

d. pelaksanasn pendampingan, konsultssi,
dan/atau bimbingan teknis; dan

e. pelaksanaan tugas lam wvang diberiksn oleh
menteri/ kepals lembaga f kepala daesrah.

UKPBJ sebapaimana cdimaksud pada  ayat (1)
berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala UKPRJ wajlb memenubi standar kampetensi
jabatan vang mencakup kompetensi teknis di bideng
Pengadaan Barang/Jaea.

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara
alektrouik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruai
b, dapat dilakesanakan cleh unit kerja terpisah.
Pembentukan UKPE.J sebagaimana ditnaksud ayat (1)
dikeenalikan bagi Lembaga yvang ddak memenuhi
Eriterin untuk membentulc UKPHJ.

(6} UKPRY . . .
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UKPBS Kementerian/Lembaga/Pemerintah Uaerah
melaksanakan peningkatan  Kapabilitas UKPBJ
melalui model kematangan UKPBJ] untuk menuju
pusat kenngpnlan Pengadaan BarangfJasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak
memenuhi  kriteria unmk membentuk UKPEJ
zebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
pelaksanaan peningkatan  kapahilitas  UKPBJ
melalui model kematengan UKPBJ sehagaimana
dimaksud pada ayat {6 dianyr dalam Peraogran
Kepala Lembaga.

Ketentizan Paszal 73 dlubah, sehingga Lerbunyi sebagai
herilcat:

(1)

(2

)

Pasal 78
Dalam hal peaerta pemilihan:

a. menyampaiken dokumen atau  keterangan
palsu/tidale benar uintik memenuii persyaratan
vang ditentizdan dalam Dokumen Pernilihan;

k. terindikasi melakukan persekengkolan dengan
peserta lain untuk mengatur harga penawararn,;

e. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, danfatan
nepotisme dalam pemilihan Penyedla; atay

d. mengunnnrkan diri dengan alasan yang tidak
dapat diterima oleh Pejabat PengadaanyPokia
Pemilihan/Agen Pengadaan,

peserta pemllihan dikenai sanksi administratif,

Dalam hal pemenang pemiliban mengunduikan di

dengan alazan yvang tidak dapet diterima sebeslum

penandatanganan Kontrak, pemenang pemlllhan
dikenal sanks] admiuistratif.

Dialam hal Penyedla:

a. tidak melaksanakan Kontralk, tidak
menyelesaikan pekerjaan, atan tidaic
melaksanaken — kewajiban dalam masa

pemellharaan,
h. menyechahkau kagagalan bangunan;

¢. menyerahkan ., .
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menyerahkan  Jaminan yang tidak dapat
dicairkan;
melakukan kesalahan dalam  perhltungan
jumlahfvolume hasil pokerjaan berdasarkan
hasil audit;

menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil
audit; atan

tarlamhat menyelesaikan pekerjaan  sesnal
dengan Kontrak,

Ponyedia tikenai sankel administratlf,

Perhuatan atan tindakan schagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat (3) dikenakan sanksi
administratif berupa:

A.

h.

C.

d.

2.

Pe

sanksl digugurkan dalam pemilihan;
sanksi pencairan jaminarn;

Sanksi Daftar Hitam;

sanksi gantl kerugian; dan/atan
sankai denda.

langearan atas ketentuan sehagalmeana dlmalksud

pada:

a.

ayat {1} huruf a sampai dengan huruf c
dikenakan sanksi digugurkan dslam pemllihan,
sanksi pencairan Jamimin Penswaran, dan
Sanksi Daftar Uitam selama 2 (dua) tahun;

ayat (1) huraf d dikenakean sanksi pencairan
Jeminan Penswaran den Sanksi Daltar Hitam
selama | (satu) tahun;

ayat {2) dikenakan sanksl peneairan Jamimin
FPenawaran dan Sanksi Daftar Ullam selama |
(zatu) tahun;

ayat (3] huruf a dikenaken sanksi pencairan
Jumlnan Pelaksanaan atau sanksi pencairan
Jamlnan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftat
Hitamn selama 1 [=at) tahun,

ayal (3) huruf b sampai dengan huruf e
dikenakan sanksi ganti kerugian selesar nilal
kerugian yang diimbulkan; atau

£ ayat (3) . . .
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ayat {3) buruf { dikennkan sanksl denda
keteriambatan.

36. Ketentuan ayat (1) bunif ¢ dan huruf e Pesai 80 diubah,
sehingga berbuuyi sebapal beriloat:

Fasail 20

(11 Perbuatan atau tindalam peserta pemillhan yang
dikenakan sanksi dalam proses kstamg berupa:

a.

.

menyampaikan dokumen atau  keterangan
palsu/tidak benar untank memenuhi persyaratan
vang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

terindikas] melakukan porsckongkolan dengan
peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

termdikasi melakulcan korupsi, kolusi, dan/atau
nepetisme dalam pemilihan Penyedia;

mengundurkan diri dengan alasan vang tJak
dapat  diterima  Pokja  Pomilihan/Agen
Pengadaan,; atan

tidak menanJatangani kontrak kataleg.

(2} Perbuatan atau tindakan Penyedia veng dikenakan
sankai delam proses E-purchoasing berupa tidak
memenuhi kewajibay, dalam Kontrak pada katalog
elektronik atau surat posanan.

{3) Perbuatan atau tindekan sehagaimena dimaksud
pada ayat (1) dan ayal {2} dikenakan:

a.
h.

C.

d.

SK No 092809 A

sanker digugurkan Jalam pemilihan;
Sanksi Daftar Hilam;

zanksi penghentian sementara dalam sistem
transaksi E-purchasing; dan/atan

sanksi penurunan peneantuman Penvyedla dan
katalog elelkironll.

(4} Pelanggaran . . .
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Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud
pada:

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e
dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan
dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

h. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi
Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan
dikenakan sanksi penghcntian sementara dalam
sistem transaksi E-purchasing selama 6 (cnam)
bulan; atau

d. ayat (2) atas pelanggaran Kontrak pada katalog
elektronik  dikenakan sanksi penurunan
pencantuman Penycdia dari katalog elektronik
selama 1 (satu) tahun.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah atas wusulan Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK.

Ketcntuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 82 diubah, schingga
Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 82

Sanksi administratif dikenakan kepada
PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan
yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi
kewajibannya.

Pcmberian sanksi  administratif = sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Sanksi . ..
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Sanksai hukuman disipliu riagan, sedang, atau Lerat
dikenakan kepada PA/KPA/PPK [Pejabat
Pongadaan /Polja Pemilihan yang terbuldi melangpar
pakia integrlitas berdasarkan putuzan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atan
Peradilan Tata Ussha Negata.

Ketentuan ayat (1) Pasal 83 diuhab, selingga Pasal 83
Lerbunyl sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasai 83

PA/KPA menayangkan Informasi peserta
pemilibanfPonyedia yang dikenaken Sanksi Daftar
Hltam dalam Daftar Himin Naslonal.

LEFP tnenyelenggarakan Daftar Hitam Nagionai.

Ketentuan Paesai $6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
Lerikut:

(1)

(2)

(3

Pasal 85

Penyeigsalan sengketz Kontrak antara FPK dan
Penyedia dalam pelaksanman Kontrak dapat
dilalukan melaini:

a. layanan penyelesaian sengkota Kontrak;
h. arbitrase;

¢, Dewan Sengleta Kenstruksi; atau

d.  penyvelesalan melaiui pengadllan.

hayanan penvelesalan sengleta Rontrak
schagaimana dimaksud pada ayal (1) humf a
diselenggaraken oleh LEKPP.

Retentuan menpenal Dewan Sengketa Konstrulei
sebegaimeana denalesud pada aval (1) hurnif © diatur
dengan peraturan menteti yang menyelenggarakan
uhzsan pemerintanan dl bidang pekerjaan wnnm dan
perumahan rakyat,

PASALI...
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Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban
memiliki sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6)
dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, fungsi
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang
dilaksanakan oleb wunit kerja terpisah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) berlaku sampai dcngan
31 Desember 2023.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa
Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai:

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tcntang Standar dan
Pcdoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia dan peraturan pelaksana; dan

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tcntang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Terintcgrasi Raneang Bangun Melalui Pcnyedia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pcraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pcdoman
Pengadaan Pckerjaan Konstruksi Terintegrasi
Raneang Bangun Melalui Penyedia dan peraturan
pelaksana,

sampai diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga
mengcnai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan
Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Presiden ini dengan

penerapatannys  dalam Lembaran Negara Republik
Indonesis,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februan 2021

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODG
Diundangkan di Jalkarta
pada tanggal 2 Pebruari 2021
MENTERI NUKUM DAN HAK ASAS] MANUSLA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

TASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUDLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesus dengan asiinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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